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Penelitian ini membahas aspek hukum perdata internasional terkait perkawinan pengungsi Rohingya di
Indonesia. Sebagai negaratransit yang tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, sulit
bagi Indonesia untuk mencatatkan perkawinan yang melibatkan perkawinan pengungsi Rohingya, baik
dengan WNI maupun dengan sesama pengungsi. Padahal, mereka pun berhak untuk menikah dan
membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Melalui
metode pendekatan doktrinal, permasalahan ini dianalisis berdasarkan Undang-Undang Perkawinan,
Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1975. Selain itu, Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata
Internasional digunakan juga sebagai <em>comunis opinio doctorum. </em>Penelitian ini menganalisis
bagai mana status Rohingya sebagai pengungsi dan apatride menjadi hambatan dalam mencatatakan
perkawinannya. Hal tersebut berimplikasi pada ketidakabsahan perkawinan dan maraknya praktik nikah siri.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip lex loci celebrationis dapat menjadi solusi untuk
mengatasi konflik hukum ini. Penelitian ini pun merekomendasikan penerbitan surat peristiwa penting yang
secara resmi menerangkan perkawinan antar sesama pengungsi Rohingya yang tidak dapat diabsahkan.
Selain itu, terhadap perkawinan antara pengungsi Rohingya dan warga negara Indonesia, direkomendasikan
pula pewarganegaraan untuk menjamin hak-hak asasi mereka sebagai manusia.

...... The following research discusses international private law aspects related to the marriage of Rohingya
refugeesin Indonesia, particularly due to the legal voisin regulating their personal status. As atransit
country that has not ratified the 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol, refugees are not officially
recognized as legal subjects by Indonesia. However, they have the right to marry and form families, as
guaranteed in Article 16 of the Universal Declaration of Human Rights. Using a doctrinal approach, this
issue will be analyzed based on the Marriage Law, Population Administration Law, Indonesian Citizenship
Law, and Presidential Regulation No. 9 of 1975. Additionally, the draft of the International Private Law Bill
will also be used as a communis opinio doctorum. This research further analyzes how the Rohingya' s status
as refugees and statel ess persons prevents them from obtaining the necessary documents to register their
marriages, which impacts their civil family rights being deemed invalid. Thislegal gap leads to difficulties
in recognizing marriages between Rohingya refugees and Indonesian citizens as mixed marriages, while
marriages among refugees fail to meet the criteriafor being recognized as legal foreigner marriages under
the Population Administration Law. This research concludes that applying the lex loci celebrationis
principle could resolve thislegal conflict. It recommends issuing an official certificate to document
marriages between Rohingya refugees that cannot be legalized. Additionally, it suggests granting citizenship
or using refugee documentation as a substitute for citizenship documents to guarantee their human rights.
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